
 

 
 

 

 

 
 

 

WALIKOTA DENPASAR 

 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

NOMOR 16 TAHUN 2024 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 

2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG 

MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL 

PEMILU TAHUN 2019-2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA DENPASAR, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola 

keuangan daerah yang baik, diperlukan kepastian dan 

kejelasan peraturan mengenai alokasi pemberian 

bantuan keuangan bagi partai politik yang 

mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah hasil pemilu Tahun 2019-2024; 

 

  b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang 

Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019-2024 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 76 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan 

Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil 

Pemilu Tahun 2019-2024, sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga 

perlu diubah;  

 

 

 

 

 

SALINAN 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: 
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-001665-SRT-0620242_conv.pdf

 



  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang 

Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Hasil Pemilu 2019-2024; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3465); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023   

tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6832); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6871); 

 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972); 

 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

 

 

 

 

 

 

 



  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

 

  11. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang 

Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019-2024 (Berita Daerah 

Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 76 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan 

Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil 

Pemilu Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota 

Denpasar Tahun 2020 Nomor 76); 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 

TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN 

KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
HASIL PEMILU TAHUN 2019-2024 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota 

Denpasar Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil 

Pemilu Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 

76) diubah sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 
 



1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

(1) Tata cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 

3 ayat (1) sebagai berikut: 

a. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD 

merupakan jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya 

dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD 

periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang 

ditetapkan oleh KPUD; 

b. besarnya jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam 

APBD setiap tahun untuk Partai Politik merupakan jumlah 

perolehan suara hasil Pemilu 2019 dikalikan dengan nilai 

bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. jumlah Bantuan Keuangan dari APBD setiap tahun kepada 

Partai Politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara 

partai politik hasil pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan 

per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 

d. jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik untuk tahun 2024 

dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan 

suara Partai Politik hasil pemilu 2019 dikalikan dengan nilai 

bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dengan jangka waktu pembayaran selama 8 (delapan) bulan 

terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. 

 

(2) Rincian perolehan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan Umum Tahun 2019 

serta nama-nama Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan 

berdasarkan Hasil Pemilu Tahun 2019-2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 

 

 
 

       Ditetapkan di Denpasar 

       pada tanggaL 29 April 2024 

 
       WALIKOTA DENPASAR, 

 

ttd. 

 

       I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 
 

 

 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 29 April 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 

 

ttd. 
 

            IDA BAGUS ALIT WIRADANA 

 

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 16 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  

 Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH. 

 Pembina Tk.I/ IV/b 

 NIP. 19750917 199903 2 008 
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